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RENCANA KERJA PERUBAHAN  

KECAMATAN TUTUR 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 OPD Kecamatan Tutur 

yang selanjutnya disebut P - RENJA  adalah dokumen perencanaan 

pembangunan OPD Kecamatan Tutur, dan pelaksanaan tugas 

pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan 

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan 

sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun. 

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa 

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan 

perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi 

semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan 

perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan 

tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar 

waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan 

pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah 

pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam 

menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. 

Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah 

memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka 

panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana 

pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian 

dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga 

daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah 

daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) 

dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing satuan kerja 

dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah 

diatasnya. 

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan 

Tutur Kabupaten  Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain 

dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini : 

 

Gambar 1.1 

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 

 

 

     Diacu      diperhatikan             

   Pedoman       dijabarkan               pedoman       

                     Pedoman                 diacu 

                               Pedoman                pedoman       

 

 

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan 

keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan 

kecamatan, maka tujuan perencanaan Kecamatan mendukung 

perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun 

sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan 

bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh 

Pemerintah daerah. 

RENJA Perubahan Tahun 2024 OPD Kecamatan Tutur memuat 

usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tutur serta kerangka pendanaan 

daerah, Renja OPD Kecamatan secara subsantansial sesuai dengan 

Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan 

Renstra OPD) dengan Renstra K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten 

serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, 
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Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan 

yaitu: 

1) Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala 

Daerah secara langsung, maka program-program yang 

ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan 

kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan 

pembangunan. 

2) Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan 

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia. 

3) Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses 

penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan 

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) 

terhadap pembangunan. 

4) Pendekatan Top – Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan 

perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-

program jenjang pemerintah diatasnya. 

5) Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan 

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan 

dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah 

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, 

Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan atau musrenbang. 

Skematis proses penyusunan Rancangan Kerja SKPD dapat di 

gambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (RENJA) tahun 2024 

OPD Kecamatan Tutur adalah: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 

tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah 

daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten 

dan Kota yang tiap -tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu 

mempunyai Pemerintah Daerah yang di atur dengan Undang – 

undang; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Inonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

10. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan 

Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

11. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841 ) 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 

114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2ot4 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan 

Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan 

Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 225); 

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional; 

19. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor  

77  Tahun  2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

21. Peraturan Mentri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 

Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036 ) tentang pembentulan produk hukum daerah 

sbagimana telah di ubah dengan Peraturan Mentri dalam Negri 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157 ) ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan 

Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara 

Pembangunan Jangka Panjan Daerah Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ) ; 

23. Peraturan Mentri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2021 Tentang Penetapan Standart pelayanan Minimal; 

24. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah ; 

25. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

26. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
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27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor …...... Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 

Nomor …...........); 

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12 ); 

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor …....... Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 

….......); 

30. Peraturan Bupati No 117 Tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024  

31. Peraturan Bupati Nomor ….. Tahun 2024 tentang P- RKPD 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 

32. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024  

33. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Rencana Strategis Kecamatan Tutur Tahun 2024-2026; 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan RENJA Perubahan OPD Kecamatan Tutur tahun 

2024, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan sasaran 

satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai program-program, 

kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Serta 

sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan 

sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan 

Pembangunan serta pelayanan masayarakat yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip Good Govermant. 

Tujuan Penyusunan RENJA Perubahan OPD Kecamatan Tutur 

tahun 2024 adalah untuk merencanakan pembangunan yang 

memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran 

strategis, program-program pembangunan selama tahun 2024 yang 

sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang 
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Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024-2026. 

 

Untuk mewujudkan perekonomian yang handal berbasis 

potensi dan sebagai kawasan Bromo Tengger Semeru ( BTS ) dan 

pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang 

semakin kondusif. Kecamatan Tutur melibatkan masyarakat secara 

langsung dan pelaku bisnis bersama sama dengan pemerintah dalam 

perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat 

berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui Program 

Pemberdayaan Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Indikator 

Tujuan 

Sasaran  Indikator 

Sasaran 

Target 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan di 

Tingkat 

Kecamatan  

Indeks Kepuasan 

Masyarakat ( 

IKM ) Kecamatan  

1. Meningkatnya 

hasil koordinasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan, 

Pelayanan Publik dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

2. Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

a. 

Prosentase 

hasil 

Penyelenggar

aan 

Kecamatan 

b. Nilai 

SAKIP ( 

Akuntabilita

s Kinerja 

Instansi 

Pemerintah ) 

94 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024  

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja 2024 Triwulan II  

2.2. Isu - isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Bab III Rencana Kerja dan Pendaanaan Perangkat Daerah  

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah  

3.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan  

Bab IV Penutup  
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BAB II 

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II  

TAHUN 2024  

 

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja 2024  Tribulan II  

  Rencana Kerja  Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan adalah 

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD  

Kecamatan Tutur  Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu 

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media 

pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait 

dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tutur  

Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja 

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah 

diraih atau dilaksanakan oleh Kecama.  

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tutur  

sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, telah dilaksanakan 

sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis 

(RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama 

pelaksanaan pekerjaan,dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang 

dijumpai adalah sebagai berikut : 

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi 

perencanaan pembangunan; 

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam 

perencanaan pembangunan daerah; 

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan 

yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi 

perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan; 
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d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin 

dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan 

merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang 

menunjang efektifitas program/kegiatan. 

e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk 

mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, OPD maupun 

dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan. 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

Kecamatan Tutur dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, 

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi 

hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut : 

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas 

tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan 

arah kebijakan: 

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan 

kapabilitas, kompensasi (reward and punishmen), dan 

kesejahteraan pegawai; 

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan; 

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dengan optimal; 

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.          

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan  

Tutur dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan 

dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana 

pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana 

prasarana wilayah. 
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3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat 

kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk 

memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas 

dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan 

dengan arah kebijakan sebagai berukut : 

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam 

rangka menyusun proram pembangunan sesuai dengan 

kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam 

rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten 

Pasuruan dan Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan; 

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah 

dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan; 

Sebagaimana pada tabel 2.1 Atau ( E – 81 ) berikut : 
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Tabel 2.1  Evaluasi Terhadap  Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten 

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 

Periode Pelaksanaan : Tahun 2024 

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :      
 

       
 

      
 

     
 

       
 

      
 

     
 

       
 

      

               
 

     
 

       
 

      

N

o 
Sasaran  

Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcomes) 

/ Kegiatan 

(output) / 

Sub 

Kegiatan 

Target Renstra pada 

Tahun 2026 (Akhir 

Periode Renstra) 

Realis

asi 

Capai

an 

Kinerj

a 

Renstr

a s/d 

Renja 

Tahun 

n-1 

(2023) 

Target Kinerja dan 

Anggaran Tahun 

2024 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

2024 

Tingka

t 

Capaia

n 

Kinerja 

dan 

Realisa

si 

Anggar

an 

Renja 

Tahun 

2024 

(%) 

Realisasi  Kinerja 

dan Anggaran 

Renstra s/d Tahun 

2024 

Tingkat 

Capaian 

Kinerja 

dan 

Realisasi 

Anggaran 

Renstra 

Tahun 

2024 (%) 

I II III IV 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

13 = 

12/7 x 

100% 

14 = 6+12 
15 = 14/5 

x 100% 

K Rp K 
R

p 
K Rp K Rp K Rp K 

R

p 
K 

R

p 
K Rp K 

R

p 
K Rp K Rp 

                                                                        

                                                                        

    Tahun 2024   

      Urusan 

Kecamatan  

                  
  

          
  

              
  

            

      Bidang Urusan 

Kecamatan  

                  
      

      
  

              
  

            

1 Meningk

tanya 

Kualitas 

SAKIP 

Perangk

at 

Daerah  

1 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KO

TA 

Persentase 

dokumen/l

aporan 
administras

i PD  yang 

baik/ 
sesuai 

regulasi  

1
0
0 

% 

     
1.879.8
94.797  

      
10

0 
% 

     
2.314.4
39.018  

10

0 
% 

   

476.471.

267,00  

10

0 
% 

    

631.380.

872,00  

        
10

0 
% 

   

1.107.8

52.139  

      

1,

00  

           

0,

48  

 
1
0
0  

% 

   

1.107.8

52.139  

10

0% 
59% 

      1 Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 
konsistensi 
indikator 
kinerja 
program / 
kegiatan / 
sub 
kegiatan / 
pada 
dokumen 
rencana 
anggaran 
dan 
evaluasi  

1
0
0 

% 

              
5.000.00
0  

    
                           
-  

1
0
0 

% 
                     

3.100.000  

0,
00 

- 
                           
-  

0,
00 

- 
                            
-  

        
0,
00 

- 
                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

- 
                         

-  
0% 0% 
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        1 Koordinasi 

dan 

Penyusuna

n Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD 

Jumlah 
Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 
Realisasi 

Kinerja SKPD 

dan Laporan 
Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 
Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 
Realisasi 

Kinerja SKPD 

1
0 

Doku

men  
5.000.000       10 

Lapor

an 

               
3.100.000  

0 - 
                           
-  

0 - 
                            
-  

        0 - 
                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

- 
                         

-  
0% 0% 

      2 Administrasi 

keuangan 

perangkat 

daerah 

Persentase 

pemenuha

n 
administra

si 

keuangan 

sesuai 
ketentuan 

1
0
0 

% 
1.507.40

7.589 
      

10

0 
% 

2.023.04
0.148 

10

0 
% 

   

410.890.

568,00  

10

0 
% 

    

572.433.

890,00  

        
10

0 
% 

      

983.324

.458  

      

1,

00  

           

0,

49  

 
1
0
0  

% 

      

983.324

.458  

10

0% 
65% 

        1 Penyedia

an Gaji dan 

Tunjangn 

PNS 

Jumlah 
Orang yang 

Menerima 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN 

1
0 

Org/

bln 
1.181.468.3

41 
      10 

Oran

g / 
Bulan 

        
1.678.935

.276  

10 
Oran

g / 
Bulan 

                   
325.028.132,

00  
10 

Oran

g / 
Bulan 

           
461.612.2

66  

        10 
Oran

g / 
Bulan 

        

786.640.

398  

      

1,

00  

           

0,

47  

   
1
0  

Oran

g / 
Bulan 

        

786.640.

398  

10

0% 
67% 

        2 Penyedia

an 
Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah 

Dokumen 
Hasil 

Penyediaan 

Administras
i 

Pelaksanaa

n Tugas 

ASN 

1
5 

Doku

men  
291.379.24

8 
      15 

Doku

men  

           
309.544.8

72  

15 
Doku

men  

77.222.436,0
0 

15 
Doku

men  

           
102.181.6

24  

        15 
Doku

men  

        

179.404.

060  

      

1,

00  

           

0,

58  

   
1
5  

Doku

men  

        

179.404.

060  

10

0% 
62% 

        3 Pelaksan
aan 

penatausaha

an dan 

pengujian/ve
rifikasi 

keuangan 

SKPD 

Jumlah 
Dok 

Penatausah

aan dan 

Pengujian/ 
Verifikasi 

Keuangan 

SKPD 

4 
Doku

men  
                      

34.560.000  
      4 

Doku

men  

             
34.560.00

0  

4 
Doku

men  

                        
8.640.000,00  

4 
Doku

men  

               
8.640.000  

        4 
Doku

men  

         

17.280.0

00  

      

1,

00  

           

0,

50  

    
4  

Doku

men  

          

17.280.0

00  

10

0% 
50% 

      3 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
dokumen 
kepegawai
an yang 
sesuai 
ketentuan  

10
0 

% 

            
10.000.0
00  

      
     

-  

       

-  

                            

-  

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  

                            

-  
        

       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  
 - 

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        1 Pengadaan 

Pakaian 

Dinas 

Beserta 

Atribut 

Perlengkapa

nnya 

Jumlah 

Paket 
Pakaian 

Dinas 

beserta 
Atribut 

Kelengkapan 

5 
 

Paket   
                      

10.000.000  
      

     

-  

       

-  

                            

-  

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  

                            

-  
        

       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  
 - 

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 
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      4 Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

pemenuha

n 

administra

si umum 

1
0
0 

% 
155.500.

000 
      

10

0 
% 

147.268.
400 

10

0 
% 

     

50.877.0

00,00  

10

0 
% 

      

33.878.1

50,00  

        
10

0 
% 

        

84.755.

150  

      

1,

00  

           

0,

58  

 
1
0
0  

% 

        

84.755.

150  

10

0% 
55% 

        1 Penyedia
an Peralatan 

dan 

Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan 

dan 

Perlengkapan 
Kantor yang 

di sediakan  

3 Paket  
                      

50.000.000  
      3 Paket  

             
27.521.00

0  

0 -   0 - 
                            
-  

        0 -   
           

-  

                

-  

     
-  

- 
                         

-  
0% 0% 

        2 Penyedia

an Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 
yang 

disediakan  

2 Paket  
                        

8.500.000  
      2 Paket  

             
11.581.40

0  

0 - 
                        

3.405.000,00  
0 - 

                            
-  

        0 -   
           

-  

                

-  

     
-  

- 
                         

-  
0% 0% 

        3 Penyelen

ggaraan 

Rapat 
Koordinasi 

dan 

Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Penyelenggar
aan Rapat 

Koordinasi 

dan 
Konsultasi 

SKPD  

5
0 

Lapor

an  
                      

80.000.000  
      50 

Lapor

an  

             
74.522.00

0  

20 
Lapor

an  

44.195.000,0
0 

20 
Lapor

an  

             
31.401.15

0  

        20 
Lapor

an  

         

75.596.1

50  

      

0,

40  

           

1,

01  

   
2
0  

Lapor

an  

        

75.596.

150  

40

% 
94% 

        4 Penyedia

an 

Komponen 

Instalasi 
Listrik / 

Penerangan 

Bangunan 
Kantor  

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera
ngan 

Bangunan 

Kantor yang 
Disediakan   

1 Paket  
                        

5.000.000  
      1 

Pake
t  

               
3.000.000  

0 - 
                           

-  
0 - 

                            
-  

        0 - 
                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

- 
                         

-  
0% 0% 

        5 Penyedia
an Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 
Perundang - 

Undangan 

Jumlah 
Dokumen 

Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 
Perundang - 

Undangan 

yang 
disediakan  

2 Paket  
                        

6.000.000  
      1 

 

Paket   

               
4.494.000  

0 - 
                           

-  
0 - 

                            
-  

        0 - 
                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

- 
                         

-  
0% 0% 

        6 Penyedia
an Peralatan 

Rumah 

Tangga 

JumlahPaket 
Peralatan 

Rumah 

Tangga yang 
disediakan 

1 Paket  
                        

6.000.000  
      1 

 
Paket   

             
13.700.00

0  

0 - 
                           

-  
0 - 

                            
-  

        0 -   
           

-  

                

-  

     
-  

- 
                         

-  
0% 0% 

        7 Fasilitasi 
Kunjungan 

Tamu  

Jumlah 
Laporan 

Fasilitasi 
Kunjungan 

Tamu 

5
0 

Lapor

an  

                             
-  

    
                           
-  

50 
 

Lapor
an   

             
12.450.00

0  

5 
 

Lapor
an   

3.277.000,00 5 
 

Lapor
an   

               
2.477.000  

        5 
 

Lapor
an   

           

5.754.00

0  

      

0,

10  

           

0,

46  

    
5  

 

Lapor
an   

            

5.754.00

0  

10

% 
0% 

      5 Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Terlaksana

nya 

Pengadaan 

Barang 

Milik 

Daerah 

10

0 
% 

75.000.0
00 

      
10

0 
% 

13.887.2
10 

0 - 
                           

-  
0 - 

                            

-  
        0 - 

                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

- 
                         

-  
0% 0% 
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        1 Pengadaan 
Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung  
Kantor  
atau  
Bangunan  
Lainnya  

yang 
disediakan  

2  Unit   
                      

10.000.000  
      

     

-  

       

-  
  

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  
          

       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        2 Pengadaan 

Meubelair 

Jumlah Paket 

Mebel yang 
Disediakan  3 

 

Paket   
                      

15.000.000  
      

     

-  

       

-  
  

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  
          

       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        3 Pengadaan 
Peralatan dan 

Mesin Lainya 

Jumlah Unit 

peralatan 
dan mesin 

lainnya yang 

di sediakan  

3  Unit   
                      

15.000.000  
      1  Unit   

             
13.887.21

0  

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  
          

       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  
 -  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        4 Pengadaan 

Kendaraan 
Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Unit 
Kendaraan 

Perorangan 
Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas 
Jabatan 

yang 
Disediakan 

1  Unit   
                      

35.000.000  
      

     

-  

       

-  
  

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  

                            

-  
        

       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

      6 Penyediaan 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Persentase 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

h Daerah 

1
0
0 

% 

            
34.339.0
08  

      
10

0 
% 

           
32.738.1

60  

10

0 
% 

       

3.323.69

9,00  

10

0 
% 

             

5.611.20

1  

        
10

0 
% 

          

8.934.9

00  

      

1,

00  

           

0,

27  

 
1
0
0  

% 

          

8.934.9

00  

10

0% 
26% 

        1 Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi

, Sumber 

Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaa

n jasa 

Komunika

si, Sumber 

Daya Air 

dan Listrik 

yang 

disediakan  

4
8 

Reke

ning  
                      

34.339.008  
      48 

Lapor

an  

             
32.738.16

0  

12 
Lapor

an  
3.323.699,00 12 

Lapor

an  

               
5.611.201  

        12 
Lapor

an  

           

8.934.90

0  

      

0,

25  

           

0,

27  

   
1
2  

Lapor

an  

          

8.934.9

00  

25

% 
  

        2 Penyediaan 
jasa Peralatan 

dan 

Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 

Jasa 
Peralatan 

dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 
Disediakan 

1 
Lapor

an  
        

     

-  

       

-  
  

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  

                            

-  
        

       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 
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      7 Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Daerah 

1
0
0 

% 

            
92.648.2
00  

       
10

0 
% 

           
94.405.1

00  

10

0 
% 

     

11.380.0

00,00  

10

0 
% 

      

19.457.6

31,00  

        
10

0 
% 

        

30.837.

631  

      

1,

00  

           

0,

33  

 
1
0
0  

% #VALUE! 
10

0% 

#VAL

UE! 

        1 Penyediaan 

Jasa 
Pemeliharaan, 

biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 
Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah 

Kendaraan 
Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas 
Jabatan yang 

Dipelihara 

dan 
Dibayarkan 

Pajaknya 

8 Unit  
                      

77.648.200  
      8 Unit  

             
86.430.50

0  

8 Unit  
                           

10.905.000  
8 Unit  

             
16.475.13

1  

        8 Unit  

         

27.380.1

31  

      

1,

00  

           

0,

32  

    
8  

Unit  

        

27.380.

131  

10

0% 
35% 

        2 Pemeliharaan/

Rehabilitasi 

Sarana dan 
Prasarana 

Pendukung   

Gedung   

Kantor   atau   
Bangunan 

Lainnya 

Jumlah 

Sarana dan 

Prasarana 
pendukung 

gedung 

Kantor atau 

Bangunan 
Lainnya yang 

dipelihara/dir

ehabilitasi 

3 Unit  
                      

15.000.000  
      3 Unit    

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        3 Pemeliharaan 

Meubelair 
Jumlah 
Mebel yang 

Dipelihara 3 Unit          
     

-  

       

-  
  

       

-  

          

-  
  

      

-  

           

-  
          

       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        4 Pemeliha
raan 

Peralatan 

dan Mesin 
Lainnya  

Jumlah 

Penelihara

an 

peralatan 

dan Mesin 

Lainnya 

yang 

sudah di 

pelihara  

3 Unit          3 Unit  
               

7.974.600  
3 Unit  

                                 

475.000  
3 Unit  

               
2.982.500  

        3 Unit  

           

3.457.50

0  

      

1,

00  

           

0,

43  

    
3  

Unit  

          

3.457.5

00  

10

0% 
0% 

          …   
                                            

           

-  

                

-  

     
-  

        

2 Meningk

atnya 

Kualitas 

Publik 

Kecamat

an  

2 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Presentase 

Penyelengg

araan 

Pelayanan 

yang baik  

1
0
0 

% 

            
65.000.0
00  

      
10

0 
% 

         
123.812.

500  

10

0 
% 

          
12.807.0
00  

10

0 
% 

                            
-  

        
10

0 
% 

        

12.807.

000  

      

1,

00  

           

0,

10  

 
1
0
0  

% 

        

12.807.

000  

10

0% 
20% 

        

    

  

            
3,

51 
3,51   

3,

51 
3,51   

3,

51 
3,51           

3,

51 
3,51   

      

1,

00  

                

-  

    
4  

3,51 
                         

-  
  20% 
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      1 Koordinasi 

Penyelenggaraa

n Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan 

Jumlah 

Koordinasi 

Penyelengg

araan 

Kegiatan 

Pemerinta

han di 

Tingkat 

Kecamatan 

3 
Lapor
an  

                    

50.000.00

0  
      3 

Lapor
an  

         
114.802.

500  

1 
Lapor

an  

          
12.807.0

00  

1 
Lapor

an  

                            
-  

        1 
Lapor

an  

         

12.807.0

00  

      

0,

33  

           

0,

11  

    
1  

Lapor
an  

        

12.807.

000  

33

% 
20% 

        1 Koordinasi 

/ Sinergi 

Perencanaa

n dan 

Pelaksanaa

n Kegiatan 

Pemerintah

an Dengan 

Perangkat 

Daerah dan 

Instansi 

Vertikal 

Terkait 

Jumlah 

Laporan 

Koordinasi

/Sinergi 

Perencana

an dan 

Pelaksana

an 

Kegiatan 

Pemerinta

han 

dengan 

Perangkat 

Daerah 

dan 

Instansi 

Vertikal 

Terkait 

1 
Lapor

an  
                      

50.000.000  
      1 

Lapor

an  

             
17.800.50

0  

1 
Lapor

an  

           
12.807.00

0  

1 
Lapor

an  

                            
-  

        1 
Lapor

an  

         

12.807.0

00  

      

1,

00  

           

0,

72  

    
1  

Lapor

an  

        

12.807.

000  

10

0% 
20% 

        2 Peningkatan 
Efektifitas 
Kegiatan 
Pemerintahan 
di Tingkat 
Kecamatan  

Jumlah 

Laporan 

Peningkata

n Kegiatan 

Pemerinta

han di 

Tingkat 

Kecamatan  

2 
Lapor
an  

                                     
-  

      2 
Lapor

an  

             
97.002.00

0  

2 
Lapor

an  

                           

-  

      

-  

           

-  
          

       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     

-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

      2 Penyelenggaraa

n Urusan 

Pemerintahan 

yang tidak 

dilaksanakan 

oleh Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah  yang 

Ada di 

Kecamatan 

Persentase 

Laporan 

bulanan 

PATEN 

yang 

Diselesaik

an Tepat 

Waktu 

(berdasark

an Perbup 

PATEN) 

1
0
0 

% 
                      

5.000.000  
      4 

Lapor

an  

                     
2.610.000  

4 
Lapor

an  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  

                

-  

     

-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        1 Peningkata

n Efektifitas 

Pelaksanaa

n Pelayanan  

kepada 

Masyarakat 

di Wil 

Kecamatan 

Jumlah 

Laporan 

Peningkata

n 

Efektifitas 

Pelaksana

an 

Pelayanan 

kepada 

Masyaraka

t di 

Wilayah 

Kecamatan 

1 
Lapor

an  
                        

5.000.000  
      4 

Lapor

an  

               
2.610.000  

4 
Lapor

an  

                           
-  

      

-  

           

-  
          

       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     

-  

           

-  

                         

-  
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      2 Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

Prosentase 

Realisasi 

PBB-P2 
1
0
0 

% 
                    

10.000.00
0  

      
10

0 
% 

                     
6.400.000  

10

0 
% 

                           
-  

      
-  

           
-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  

                

-  

     

-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        1 Pelaksanaa

n Urusan 

Pemerintha

n yang 

terkait dgn 

Kewenanga

n Lain yang 

Dilimpahka

n 

Jumlah 

Laporan 

Pelaksana

an 

Kewenang

an Lain 

yang 

Dilimpahk

an 

1 
Lapor

an  
                      

10.000.000  
      12 

Lapor

an 

               
6.400.000  

12 
Lapor

an 

                           
-  

      
-  

           
-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  

                

-  

     

-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        .

.

. 

    

                                            
           

-  

                

-  

     
-  

        

3 Meningk

atnya 

Pember

dayaan 

Masyara

kat dan 

Pembina

an 

Pemerin

tah 

Desa  

3 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Presentase 

Desa / 

Kelurahan 

yang 

terbina 

dengan 

baik dan 

Presentase 

Kelompok 

masyaraka

t yang 

terbina 

dengan 

baik  

1
0
0 

% 
                    

65.000.00
0  

      
10

0 
% 

                   
26.809.00

0  

10

0 
% 

                         

-    

10

0 
% 

        

1.250.00

0,00  

        
10

0 
% 

          

1.250.0

00  

      

1,

00  

           

0,

05  

 
1
0
0  

% 

          

1.250.0

00  

10

0% 
2% 

      1 Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

Jumlah 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberday

aan Desa 

3 Kali  

                    

65.000.00

0  
      

10

0 
% 

                   
26.809.00

0  

10

0 
% 

                           

-  

10

0 
% 

               

1.250.00

0  

        
10

0 
% 

           

1.250.00

0  

      

1,

00  

           

0,

05  

 
1
0
0  

% 

            

1.250.00

0  

##

##

# 

2% 

        1 Peningkata

n Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdaya

an 

Masyarakat 

di Wilayah 

kecamatan 

Jumlah Lap 
Peningkatan 
Efektivitas 
Kegiatan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
di Wilayah 
Kecamatan  

4 
Lapor

an  
                      

30.000.000  
      4 

Lapor

an  

             
26.809.00

0  

4 
Lapor

an  

                           
-  

4 
Lapor

an  

               
1.250.000  

        4 
Lapor

an  

           

1.250.00

0  

      

1,

00  

           

0,

05  

    
4  

Lapor

an  

            

1.250.00

0  

10

0% 
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        2 Peningkata

n 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam 

Forum 

Musyawara

h 

Perencanaa

n 

Pembangun

an 

Jumlah 
Lembaga 
masyarakat 
yang 
Berpartisipas
i dalam 
Forum 
Musyawarah 
Perencanaan 
Pembanguna
n di Desa 

5 
Lemb
aga  

                      
35.000.000  

      
   

-    

      

-    

                            

-  

      

-    

        

-    

                           

-  

     

-    

         

-    

                            

-  
        

     

-    

         

-    

                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

         

-    

                         

-  
0% 0% 

          …   
                                            

           

-  

                

-  

     
-  

        

4 Meningk

atnya 

Ketentra

man 

dan 

Stabilita

s 

Masyara

kat 

Kecamat

an  

4 PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

Presentase 

Pelayanan 

Ketentram

an dan 

Ketertiban 

Umum 

yang 

berkualita

s  

1
0
0 

% 
                    

14.000.00
0  

      
10

0 
% 

                 
118.118.5

00  

10

0 
% 

                          
-  

10

0 
% 

           
40.432.5

00  

        
10

0 
% 

        

40.432.

500  

      

1,

00  

           

0,

34  

 
1
0
0  

% 

        

40.432.

500  

10

0% 

289

% 

      1 Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggaraa

n Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum 

Jumlah 

Koordinasi 

Upaya 

Penyelengg

araan 

Ketentram

an dan 

Ketertiban 

Umum 

4 Kali  9.000.000       
10

0 
% 

                 
118.118.5

00  

10

0 
% 

                          
-  

10

0 
% 

           
40.432.5

00  

        
10

0 
% 

        

40.432.

500  

      

1,

00  

           

0,

34  

 
1
0
0  

% 

        

40.432.

500  

    

25  

449

% 

        1 Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

dan 

Instansi 

Vertikal di 

Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah     

Laporan     

Hasil     

Sinergitas    

dengan 

Kepolisian  

Negara  

Republik  

Indonesia,  

Tentara 

Nasional   

Indonesia   

dan   

Instansi   

Vertikal   

di 

Wilayah 

Kecamatan 

4 
Lapor

an  
                        

5.000.000  
      4 

Lapor

an  

           
111.428.5

00  

2 
Lapor

an  

                           
-  

2 
Lapor

an  

             
40.432.50

0  

        2 
Lapor

an  

         
40.432.5

00  

      

0,

50  

           

0,

36  

    
2  

Lapor

an  

        

40.432.

500  

      

1  

809

% 

        2 Harmonisas

i Hubungan 

dengan 

Tokoh 

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat 

Jumlah 

Laporan 

Pelaksana

an  

Harmonisa

si 

Hubungan 

dengan 

1 
Lapor
an  

                        
4.000.000  

      1 
Lapo
ran  

               

6.690.000  

       

-  

          

-  

                           

-  

      

-  

           

-  

                            

-  
        

       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     

-  

           

-  

                         

-  
  0% 
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Tooh 

Agama 

dan Tokoh 

Masyaraka

t 

      1 Koordinasi 

Penerapan dan 

Penegakan 

Perda dan 

Perkada 

Jumlah 
Laporan 
Koordinasi 
Penerapan 
dan 
Penegakan 
Perda dan 
Perkada 

1 
Lapor

an  

                 

5.000.000,
00  

      
     

-  

       

-  

                            

-  

       

-  

          

-  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

#RE

F! 

                         

-  
0% 0% 

        1 Koordinasi 

/ Sinergi 

Dengan 

Perangkat 

Daerah 

yang Tugas 

dan 

Fungsinya 

di Bidang 

Penegakan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia  

Jumlah 

Laporan 

Koordinasi / 
Sinergi 

Dengan 

Perangkat 

Daerah yang 
Tugas dan 

Fungsinya di 

Bidang 
Penegakan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 
dan/atau 

Kepolisian 

Negara 
Republik 

Indonesia 

1 
Lapor

an  

                    
5.000.000,0

0  
      

     

-  

       

-  

                            

-  

       

-  

          

-  
  

      

-  

           

-  
          

       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

#RE

F! 

                         

-  
  0% 

5   5 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Persentase 

konflik 

SARA yang 

diselesaika

n sesuai 

kewenanga

n 

1
0
0 

% 
                    

15.000.00

0  
      

10

0 
% 

                   
41.328.00

0  

10

0 
% 

                           
-  

10

0 
% 

             
1.230.00

0  

        
10

0 
% 

          

1.230.0

00  

      

1,

00  

           

0,

03  

 
1
0

0  

% 

          

1.230.0

00  

10

0% 
8% 

      1 Penyelenggaraa

n  Urusan  

Pemerintahan  

Umum Sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah 

Jumlah 

Peserta 

yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Wawasan 

Kebangsaa

n dan 

Ketahanan 

Nasional 

7
5 

Org 

                    

15.000.00

0  
      75 

Oran

g  

                   
41.328.00

0  
75 

Oran

g  

                           
-  

75 
Oran

g  

             
1.230.00

0  

        75 
Oran

g  

          

1.230.0

00  

      

1,

00  

           

0,

03  

   
7
5  

Oran

g  

          

1.230.0

00  

10

0% 
8% 
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        1 Pembinaan       

Wawasan       

Kebangsaan 

dan 

Ketahanan 

Nasional 

dalam 

rangka 

Memantapk

an 

Pengamalan 

Pancasila,   

Pelaksanaa

n UUD 

Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun 

1945, 

Pelestarian 

Bhinneka  

Tunggal  

Ika  serta 

Pemertahan

an    dan    

Pemeliharaa

n    

Keutuhan 

Negara 

Kesatuan 

Republik 

Indonesia  

Jumlah 

Orang 

yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Wawasan 

Kebangsaa

n dan 

Ketahanan 

Nasional 

dalam 

rangka 

Memantap

kan 

Pengamala

n 

Pancasila, 

Pelaksana

an UUD 

Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun  

1945, 

Pelestarian 

Bhinneka 

Tunggal 

Ika serta 

Pemertaha

nan dan 

Pemelihara

an 

Keutuhan 

Negara 

Kesatuan 

Republik 

Indonesia  

7
5 

Org 
                      

15.000.000  
      75 

Oran
g  

             

41.328.00
0  

75 
Oran

g  

                           
-  

75 
Oran

g  

               

1.230.000  
        75 

Oran
g  

           

1.230.00

0  

      

1,

00  

           

0,

03  

   

7
5  

Oran
g  

          

1.230.0

00  

10

0% 
8% 

6   6 PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase 

Pemerinta

han Desa 

dengan 

Administra

si Desa 

yang Baik 

10

0 
% 

               
30.000.00

0,00  
      

10

0 
% 

                     
3.590.000  

       

-  

          

-  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  

                         

-  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 
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        1 Fasilitasi 

Penyusuna

n Paraturan 

Desa dan 

Peraturan 

Kepala Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Peraturan 

Desa dan 

Peraturan 

Kepala 

Desa yang 

dihasilkan  

1 
Doku

men  
                        

3.000.000  
      12 

 
Doku

men   

                            
-  

       

-  

          

-  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        2 Fasilitasi 

Administras

i Tata 

Pemerintah

an Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Administra

si Tata 

Pemerinta

han Desa  

1 
Doku

men  
                        

6.000.000  
      12 

 

Doku
men   

               
3.590.000  

       

-  

          

-  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        3 Fasilitasi 

pengelolaan 

Keuangan 

Desa dan 

Pendayagun

aan Aset 

Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Laporan  

Pengelolaa

n 

Keuangan 

Desa  

1 
Doku

men  
                        

6.000.000  
      

     

-  

       

-  

                            
-  

       

-  

          

-  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        4 Fasilitasi 

Pelaksanaa

n Tugas 

Kepala Desa 

dan 

Perangkat 

Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Laporan 

Pelaksana

an Tugas 

Kepala 

Desa dan 

Perangkat 

Desa  

1 
Doku
men  

                        
6.000.000  

      
     

-  

       

-  

                            
-  

       

-  

          

-  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        5 Fasilitasi 

Sinkronisas

i 

Perencanaa

n 

Pembangun

an Daerah 

dengan 

pembangun

an Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Sinkronisa

si 

Perencana

an 

Pembangu

nan 

Daerah 

dengan 

Pembangu

nan Desa  

1 
Doku
men  

                        
6.000.000  

      12 
 

Doku

men   

               
3.710.000  

       

-  

          

-  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 

        6 Fasilitasi 

Pelaksanaa

n Pemilihan 

Kepala Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Laporan 

Pelaksana

an 

Pemilihan 

Kepala 

Desa 

sesuai 

tahapan  

1 
Doku

men  
                        

3.000.000  
      

     

-  

       

-  

                            
-  

       

-  

          

-  

                           
-  

      

-  

           

-  

                            
-  

        
       

-  

           

-  
  

           

-  

                

-  

     
-  

           

-  

                         

-  
0% 0% 
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2.2. Isu – isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah 

langsung berhubungan dengan  desa/masyarakat, kecamatan 

merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga 

segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun 

begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi 

dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang 

memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenagan untuk 

mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna 

melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang 

diterima dari bupati. 

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan 

kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di 

tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi 

pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa 

koordinasi dengan baik lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). 

Mengenai kewenagan, tugas pokok da n fungsi, kondisi SDM 

aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan 

di wilayah Kecamatan Tutur, juga pelayanan administrasi dan 

kependudukan masyarakat. 

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting 

penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Tutur sebagai berikut: 

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Tutur dan hal kritis 

adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem 

pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai 

dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tutur. 

a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Tutur sehingga 

menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 

Kecamatan Tutur. 



 

 

 

 

27 

b) Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di 

Wilayah Kecamatan Tutur hal ini disebabkan karena 

terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pasuruan. 

c) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tutur sudah 

cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadannya, 

khususnya untuk peningkatan pelayanan dan untuk 

mendukung daerah Agropolitan khususnya kecamatan Tutur 

yang masuk dalam wilayah Bromo Tengger Semeru di mana 

akses masuk dalam wilayah wisata Bromo Tengger yang 

akses jalan menuju tempat wisata itu masih minim 

penerangan lampu jalan dan perlu pengembangan Sumber 

Daya untuk pengembangan UMKM yang ada di wilayah 

Kecamatan Tutur untuk meningkatkan perekonimian 

masyarakat di Wilayah tersebut. 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, 

terhadap capaian program Nasional / Internasional,SDGs 

(Suistanable Development Goals). 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. 

Tantangan: 

a) Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas 

pelayanan 

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait dengan 

peningkatan pelayanan publik, pembangunan, administrasi 

keuangan dan kepegawaian perangkat daerah, dan 

peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung  

Peluang:  

a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada 

b) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator 

pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan 

terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi 

masyarakat secara santun dan menyenangkan 

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi 

tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses 

pelayanan publik di Kecamatan Tutur terlaksana dengan baik, 

tertib dan lancar. 
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5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah: 

a) Urusan Perencanaan Pembangunan 

Dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 

2022, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, program dan 

kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan arah kebijakan 

pembangunan yaitu Konektifitas Insfrastruktur sehingga 

sinkron dengan program RPJMD Kabupaten Pasuruan. 

b) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Pada tahun anggaran 2024, OPD Kecamatan Tutur, 

melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, 

pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Tutur dalam 

kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk 

meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan 

sarana prasarana yang mendukung. 

c) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian 

Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan 

oleh OPD Kecamatan Tutur melalui program pelayanan 

administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana  

aparatur, dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan. Serta penyusunan dokumen 

perencanaan dan evaluasi untuk meingkatkan kinerja perlu 

adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang 

mendukung. 

d) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Untuk mewujudkan perekonomian yang handal berbasis 

potensi dan sebagai kawasan Bromo Tengger Semeru ( BTS ) 

dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan 

berusaha yang semakin kondusif. Kecamatan Tutur 

melibatkan masyarakat secara langsung dan pelaku bisnis  
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bersama sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan 

proses pembangunan daerah serta mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju 

masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi 

melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

 

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan. Tujuan ditetapkan 

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan 

pada isu-isu dan analisa strategi. Tujuan tidak harus kuantitatif, 

tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai 

dimasa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, 

untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah 

Kecamatan Tutur, yang ditempuh melalui penetapan beberapa 

sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu 

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan 

Tutur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan 

tujuan yang telah diuraikan diatas. Maka Tujuan dan Sasaran yang 

ingin dicapai dan dituangkan dalam table 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1.  

Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024 

                

No Uraian IKU/ SPM/IKK Satuan 
Realisasi 

2023 

Target 2024 
Ket 

Awal Perubahan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sebelum Perubahan  

1 Tujuan PD : Meningkatnya 
Pelayanan Publik yang 
Prima  

  Nilai  - - - 
karena target 
tahun 2023 
terlalu tinggi 
sudah di 
analisis dari 5 
tahun 
terakhir 
realisasi 
target masih 
ada yang 
kurang dari 
target yang 
sudah di 
tentukan  

  Indikator Tujuan  : Indeks 
Kepuasan Masyarakat  

  
    - - 

  Sasaran :       - - 

  Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 
Kecamatan 

Persentase Jenis 
Pelayanan yang 
Berkualitas  

% 93,13 - - 

  

Meningkatnya 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pembinaan Pemerintah 
Desa/Kelurahan 

Persentase 
Desa/Kelurahan yang 
telah dibina 

% 100 - - 

  

Meningkatnya 
Ketentraman dan Stabilitas 
Masyarakat Kecamatan 

Persentase Konflik 
yang tertangani 
diwilayah Kecamatan 

% 97 - - 

  
Meningkatnya kualitas 
SAKIP Perangkat Daerah  

Nilai SAKIP 
Kecamatan Nilai  74,00 - - 

Setelah Perubahan  

                

1 Tujuan  PD : Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan di 
Tingkat Kecamatan  

  - 

  

100 

  

Perubahan 
Indikator 
Kinerja 
Utama 
Perangkat 
Daerah dari 
Renstra 2018 
-2023 Ke 
Renstra 2024-
2026 

  Indikator : Indeks Kepuasan 
Masyarakat ( IKM ) 
Kecamatan  

    
- - - 

  

Sasaran 1. Meningkatnya 
hasil koordinasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pelayanan 
Publik dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Prosentase hasil 
Penyelenggaraan 
Kecamatan 

Persen - 94 94 

  

Sasaran 2. Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah  

Nilai SAKIP ( Nilai 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah ) 
Perangkat Daerah  

Nilai  - 80 80 
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3.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan  

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk 

tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan 

penguatan peran kelembagaan kecamatan Tutur sebagai ujung tombak 

pelayanan kepada masyarakat yang dicapai  melalui program dan kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   

d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  

e) Program Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum 

f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  

 

A. Kegiatan 

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah 

disusun berbagai kegiatan, antar lain: 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

Sub Kegiatan  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

  Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas 

ASN   

  Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian  / 

Verifikasi Keuangan SKPD 

Kegiatan  Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi 

Perangkat Daerah  

Sub Kegiatan  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD  

Kegiatan  Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Sub Kegiatan  Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air 

dan Listrik  
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Kegiatan  Administrasi Umum Perangkat Daerah  

Sub Kegiatan  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor  

  Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

  Penyediaan Barang Cetakan dan       

Penggandaan 

  Fasilitasi Kunjungan Tamu  

  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor  

  Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – 

undangan  

Kegiatan  Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Sub Kegiatan  Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Peroarangan Dinas, atau Kendaraan Dinas 

Jabata 

  Pemeliharaan Peraatan dan Mesin Lainnya 

Lainnya 

Kegiatan  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Sub Kegiatan  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  

Kegiatan  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  

Sub Kegiatan  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut 

Kelengkapannya  

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  

Kegiatan  Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di tingkat Kecamatan  

Sub Kegiatan  Koordinasi dan Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi Vertical terkait 
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Sub Kegiatan  Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan  

Kegiatan  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

tidak dilaksanakan oleh unit keja Perangkat 

Daerah yang ada di Kecamatan  

Sub Kegiatan  Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  

Kegiatan  Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

dilimpahkan Kepada Camat  

Sub Kegiatan  Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan kewenangan lain yang 

dilimpahkan 

 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  

Kegiatan   Koordinasi Pemberdayaan Desa 

Sub Kegiatan   Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan di wilayah Kecamatan 

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kegiatan   Koorinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Sub Kegiatan   Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertical terkait di Wilayah Kecamatan 

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  

Kegiatan   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah  

Sub Kegiatan   Pembinaan Wawasan kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan pengamalan Pancasila dan 

pelaksanaan undang – undang dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian 

Bhiineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemelihaaan Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 
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Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  

Kegiatan   Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa  

Sub Kegiatan   Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa 

Sub Kegiatan   Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa  

         

b. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan  Kecamatan Tutur 

Tahun 2024 : 

   Jumlah Program : 6 Program  

   Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan  

   Jumlah Sub Kegiatan : 25 Sub Kegiatan  

   Total Anggaran : Rp 2.522.819.808,- 

 



 

 

 

 

 

 

TABEL 3.2 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 

           

NO 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

PROYEK 
STRATEGIS 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 
KEGIATAN BAB IV RKPD 

TAHUN 2024 

PEMETAAN BERDASARKAN SIPD 
TAHUN 2024 

PAGU ANGGARAN  TARGET INDIKATOR KINERJA 

AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN 

  

  

  

P R O G R A M  

P E N Y E L E N G G A R A A N  

P E M E R I N T A H A N  

D A N  P E L A Y A N A N  

P U B L I K  

P R O G R A M  

P E N Y E L E N G G A R A A N  

P E M E R I N T A H A N  D A N  

P E L A Y A N A N  P U B L I K  

         1 7 . 8 0 0 . 5 0 0        1 7 . 8 0 0 . 5 0 0   

1 0 0  %  1 0 0  %  

  

  

  

    

3 , 5 1  3 , 5 1  3 , 5 1  3 , 5 1  

  

  

  

K o o r d i n a s i  

P e n y e l e n g g a r a a n  

K e g i a t a n  

P e m e r i n t a h a n  d i  

T i n g k a t  K e c a m a t a n  

K o o r d i n a s i  

P e n y e l e n g g a r a a n  K e g i a t a n  

P e m e r i n t a h a n  d i  T i n g k a t  

K e c a m a t a n  

         1 7 . 8 0 0 . 5 0 0        1 7 . 8 0 0 . 5 0 0   

1  L a p o r a n   1  L a p o r a n   

  

  

  

K o o r d i n a s i / S i n e r g i  

P e r e n c a n a a n  d a n  

P e l a k s a n a a n  K e g i a t a n  

P e m e r i n t a h a n  d e n g a n  

P e r a n g k a t  D a e r a h  d a n  

I n s t a n s i  V e r t i k a l  

T e r k a i t  

K o o r d i n a s i / S i n e r g i  

P e r e n c a n a a n  d a n  P e l a k s a n a a n  

K e g i a t a n  P e m e r i n t a h a n  

d e n g a n  P e r a n g k a t  D a e r a h  d a n  

I n s t a n s i  V e r t i k a l  T e r k a i t  

     1 7 . 8 0 0 . 5 0 0     1 7 . 8 0 0 . 5 0 0   

1  L a p o r a n   1  L a p o r a n   



 

 

 

 

  

  

  

P R O G R A M  

P E M B E R D A Y A A N  

M A S Y A R A K A T  D E S A  

D A N  K E L U R A H A N  

P R O G R A M  

P E M B E R D A Y A A N  

M A S Y A R A K A T  D E S A  D A N  

K E L U R A H A N  

1 9 . 3 5 0 . 0 0 0  1 9 . 3 5 0 . 0 0 0  

1 0 0  %  1 0 0  %  

  

  

  

K o o r d i n a s i  K e g i a t a n  

P e m b e r d a y a a n  D e s a  

K o o r d i n a s i  K e g i a t a n  

P e m b e r d a y a a n  D e s a  

1 9 . 3 5 0 . 0 0 0  1 9 . 3 5 0 . 0 0 0  

1 0 0  %  1 0 0  %  

  

  

  

P e n i n g k a t a n  E f e k t i f i t a s  

K e g i a t a n  

P e m b e r d a y a a n  

M a s y a r a k a t  d i  W i l a y a h  

K e c a m a t a n  

P e n i n g k a t a n  E f e k t i f i t a s  

K e g i a t a n  P e m b e r d a y a a n  

M a s y a r a k a t  d i  W i l a y a h  

K e c a m a t a n  

    1 9 . 3 5 0 . 0 0 0     1 9 . 3 5 0 . 0 0 0   

1  L a p o r a n   1  L a p o r a n   

 

 



 

 

 

 

  

 

Tabel 3.3 

Tabel Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tutur Tahun 2024 
                   

KABUPATEN : PASURUAN                 

  
                

                   

N

O 

URUSAN/ 
BIDANG 

URUSAN/U
NSUR 

RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 
SUMB

ER 
DANA 

TAMBAH/(KURANG)  
ALASAN 

PERUBAHA
N 

PROGRAM/ 
KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

(SATUAN) 

TARGET 
IK 

PAGU RP 
TARGET 

IK 
PAGU RP 

PROGRAM/ 
KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

(SATUAN) 

TARGET 
IK 

PAGU RP 
TARGET 

IK 
PAGU RP  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=12-8 16=13-9 17 

                                      

  

Urusan 
Kecamata
n 

                                  

  Bidang 
Urusan 
Kecamata
n 

                                  

  Unsur  
Kewilayah
an  

                                  

    PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTA

HAN DAERAH 
KABUPATEN/
KOTA 

Persentase 

dokumen/la

poran 

administrasi 

PD  yang 

baik/ sesuai 

regulasi  

10

0 
%  

   
2.314.43
9.018  

10

0 
%  

  
2.314.43
9.018  

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTA

HAN DAERAH 
KABUPATEN/
KOTA 

Persentase 

dokumen/la

poran 

administrasi 

PD  yang 

baik/ sesuai 

regulasi  

0 - 

  
2.289.22
9.308  

 DAU  
      

(100) 

    
(29.389.710) 

  

    Perencanaan, 

Penganggara

n, dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

konsistensi 

indikator 

kinerja 

program / 

kegiatan / 

sub 

kegiatan / 

pada 

dokumen 

rencana 

anggaran 

dan evaluasi  

10

0 
%  

                   

3.100.000  

10

0 
%  

                 

3.100.000  
Perencanaan, 

Penganggara

n, dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

konsistensi 

indikator 

kinerja 

program / 

kegiatan / 

sub 

kegiatan / 

pada 

dokumen 

rencana 

anggaran 

dan evaluasi  

0 - 

                                

-  

 DAU  
      

(100) 

      
(3.100.000) 

Penghem
atan 
Belanja  



 

 

 

 

    Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

10 
Lapor

an 

             

3.100.000  

10 
Lapor

an 

            

3.100.000  

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

0 - 

                         

-  

 DAU  
         

(10) 

      
(3.100.000) 

  

    Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

keuangan 

sesuai 

ketentuan 

10

0 
%  

            

2.023.040.1

48  10

0 
%  

           

2.023.040.1

48  

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

keuangan 

sesuai 

ketentuan  

10

0 
%  

           

2.023.045.8

48  
 DAU  

             
-  

               
4.700  

  

    Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah 
Orang yang 

Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 

ASN 

10 

Orang 

/ 

Bulan 

       

1.678.935.2

76  10 

Orang 

/ 

Bulan 

     

1.678.935.2

76  

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah 
Orang yang 

Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 

ASN 

10 

Orang 

/ 

Bulan 

      

1.678.940.9

76   DAU  
             
-  

               
4.700  

Pergesera
n 
Anggaran  

    Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

15 
Doku

men  

         

309.544.87

2  
15 

Doku

men  

        

309.544.87

2  

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

15 
Doku

men  

        

309.544.87

2   DAU  
             

-  

                       
-  

  

    Pelaksanaan 

Penatausahaan 

dan 

Pengujian/Verifi

kasi Keuangan 

SKPD 

Jumlah Dok 

Penatausahaa

n dan 

Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan 

SKPD 

4 
Doku

men  

           

34.560.000  

4 
Doku

men  

          

34.560.000  

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

dan 

Pengujian/Verifi

kasi Keuangan 

SKPD 

Jumlah Dok 

Penatausahaa

n dan 

Pengujian/ 

Verifikasi 

Keuangan 

SKPD 

4 
Doku

men  

          

34.560.000  

 DAU  
             
-  

                       

-  

  

    Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

umum  

10

0 
%  

               

147.268.40

0  10

0 
%  

             

147.268.40

0  

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

umum  

10

0 
%  

              

130.343.40

0   DAU  
             
-  

    
(16.925.000) 

Penghem
atan 

Belanja  

    Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

di sediakan  

3 Paket  

           

27.521.000  
3 Paket  

          

27.521.000  

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

di sediakan  

3 Paket  

          

22.521.000  
 DAU  

             
-  

      

(5.000.000) 

  



 

 

 

 

    Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 

disediakan  

2 Paket  

           

11.581.400  

2 Paket  

          

11.581.400  

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 

disediakan  

2 Paket  

            

8.581.400  

 DAU  
             

-  

      
(3.000.000) 

  

    Penyelenggaraa

n Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Penyelenggar

aan Rapat 

Koordinasi 

dan 

Konsultasi 

SKPD  

50 
Lapor

an  

           

74.522.000  

50 
Lapor

an  

          

74.522.000  

Penyelenggaraa

n Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Penyelenggar

aan Rapat 

Koordinasi 

dan 

Konsultasi 

SKPD  

50 
Lapor

an  

          

75.776.000  

 DAU  
             
-  

      
(1.254.000) 

  

    Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah 

Dokumen 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

yang 

disediakan  

2  Paket   

             

3.000.000  

2  Paket   

            

3.000.000  

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah 

Dokumen 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

yang 

disediakan  

2  Paket   

            

3.000.000  

 DAU  
             
-  

                       
-  

  

    Penyediaan 

Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan 

Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera

ngan 

Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan   

1  Paket   

             

4.494.000  

1  Paket   

            

4.494.000  

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan 

Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera

ngan 

Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan   

1  Paket   

            

3.494.000  

 DAU  
             

-  

      
(1.000.000) 

  

    Penyediaan 

Peralatan 

Rumah Tangga 

JumlahPaket 

Peralatan 

Rumah 

Tangga yang 

disediakan 

1  Paket   

           

13.700.000  
1  Paket   

          

13.700.000  

Penyediaan 

Peralatan 

Rumah Tangga 

JumlahPaket 

Peralatan 

Rumah 

Tangga yang 

disediakan 

1  Paket   

            

8.700.000  
 DAU  

             
-  

      

(5.000.000) 

  

    Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu  

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu 

50 

 

Lapor

an   

           

12.450.000  
50 

 

Lapor

an   

          

12.450.000  

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu  

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan 
Tamu 

50 

 

Lapor

an   

          

12.450.000  
 DAU  

             
-  

                       
-  

  

    Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 

Daerah 

Presentase 

Pemenuhan 

Pengadaan 

Brg Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

10

0 
%  

                 

13.887.210  

10

0 
%  

               

13.887.210  
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 

Daerah 

Presentase 

Pemenuhan 

Pengadaan 

Brg Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah  

0 - 

                                

-  

 DAU  
      

(100) 

    
(13.887.210) 

Penghem
atan 
Belanja  

    Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainya 

Jumlah Unit 

peralatan dan 

mesin lainnya 

yang di 

sediakan  

1  Unit   

           

13.887.210  
1  Unit   

          

13.887.210  

Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainya 

Jumlah Unit 

peralatan dan 

mesin lainnya 

yang di 

sediakan  

0 - 

                         

-  
 DAU  

           
(1) 

    
(13.887.210) 

  



 

 

 

 

    Penyediaan 
Jasa 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Persentase 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

10

0 
%  

                 

32.738.160  

10

0 
%  

               

32.738.160  
Penyediaan 
Jasa 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 

Persentase 

Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah  

10

0 
%  

                

32.738.160  

 DAU  
             
-  

                       
-  

  

    Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang 

disediakan  

48 
Lapor

an  

           

32.738.160  

48 
Lapor

an  

          

32.738.160  

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang 

disediakan  

48 
Lapor

an  

          

32.738.160  

 DAU  
             

-  

                       

-  

  

    Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

Pemeliharaa

n Barang 

Milik 

Daerah 

dalam 

kondisi baik 

10

0 
%  

                 

94.405.100  

10

0 
%  

                

94.405.100  
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

Pemeliharaa

n Barang 

Milik 

Daerah 

dalam 

kondisi baik 

10

0 
%  

                

98.922.900  

 DAU  
             
-  

       

4.517.800  

  

    Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang 

Dipelihara 

dan 

Dibayarkan 

Pajaknya 

8 Unit  

           

86.430.500  

8 Unit  

          

86.430.500  

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang 

Dipelihara 

dan 

Dibayarkan 

Pajaknya 

8 Unit  

          

87.395.300  

 DAU  
             
-  

          
964.800  

Pergesera
n 

Anggaran  

    Pemeliharaan 

Peralatan / 

Mesin Lainnya  

Jumlah 

Peralatan 
dan mesin 

lainnya yang 
Dipelihara 

3 Unit  

             

7.974.600  

3 Unit  

            

7.974.600  

Pemeliharaan 

Peralatan / 

Mesin Lainnya  

Jumlah 

Peralatan 
dan mesin 

lainnya yang 
Dipelihara 

3 Unit  

          

11.527.600  

 DAU  
             
-  

       

3.553.000  

Pergesera

n 
Anggaran  

    PROGRAM 

PENYELENGG

ARAAN 

PEMERINTAH

AN DAN 

PELAYANAN 

PUBLIK 

1. Persentase 

Dokumen 

Penyelenggar

aan 

Pemerintaha

n yang tepat 

waktu  

10

0 
%  

               

123.812.50

0  
10

0 
%  

             

123.812.50

0  

PROGRAM 

PENYELENGG

ARAAN 

PEMERINTAH

AN DAN 

PELAYANAN 

PUBLIK 

1. Persentase 

Dokumen 

Penyelenggar

aan 

Pemerintaha

n yang tepat 

waktu  

10

0 
%  

              

110.802.50

0  

 DAU  
             
-  

    
(13.010.000) 

Penghem
atan 
Belanja  

    2.  Indeks 

Pelayanan 

Publik 

Keca matan  

3,

51 
3,51 

  

3,

51 
3,51  

  2.  Indeks 

Pelayanan 

Publik 

Keca matan  

3,

51 
3,51  

  

 DAU  
             
-  

                       

-  

  



 

 

 

 

    Koordinasi 

Penyelenggar

aan Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan 

Persentase 
kegiatan 
pemerintahan 
yang 
dikoordinasika
n dengan 
instansi 
terkait 

2 
Lapor

an  

               

114.802.50

0  

2 
Lapor

an  

             

114.802.50

0  

Koordinasi 

Penyelenggar

aan Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan 

Persentase 
kegiatan 
pemerintahan 
yang 
dikoordinasika
n dengan 
instansi 
terkait 

2 
Lapor

an  

              

110.802.50

0  

 DAU  
             
-  

      
(4.000.000) 

  

    Koordinasi/Sine

rgi Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan 

Perangkat 

Daerah dan 

Instansi Vertikal 

Terkait 

Jumlah 

Laporan 

Koordinasi/ 

Sinergi 

Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan 

Perangkat 

Daerah dan 

Instansi 

Vertikal 

Terkait 

1 
Lapor

an  

           

17.800.500  

1 
Lapor

an  

          

17.800.500  

Koordinasi/Sine

rgi Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan 

Perangkat 

Daerah dan 

Instansi Vertikal 

Terkait 

Jumlah 

Laporan 

Koordinasi/ 

Sinergi 

Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dengan 

Perangkat 

Daerah dan 

Instansi 

Vertikal 

Terkait 

1 
Lapor

an  

          

17.800.500  

 DAU  
             
-  

                       
-  

  

    Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan 

Jumlah 
Laporan 

Peningkatan 
Efektifitas 

Kegiatan 
Pemerintaha
n ditingkat 

Kecamatan  

2 
Lapor

an  

           

97.002.000  

2 
Lapor

an  

          

97.002.000  

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan 

Jumlah 
Laporan 

Peningkatan 
Efektifitas 

Kegiatan 
Pemerintaha
n ditingkat 

Kecamatan  

0 

                 

-  
          

93.002.000  

 DAU  
           

(2) 

      
(4.000.000) 

Pergesera
n 

Anggaran  

    Penyelenggar

aan Urusan 

Pemerintahan 

yang tidak 

dilaksanakan 

oleh Unit 

Kerja 

Perangkat 

Daerah yang 

ada di 

Kecamatan 

Persentase 
Laporan 
bulanan 
PATEN yang 
Diselesaikan 
Tepat Waktu 
(berdasarkan 
Perbup 
PATEN) 

1 
Lapor

an  

                   

2.610.000  

1 
Lapor

an  

                 

2.610.000  
Penyelenggar

aan Urusan 

Pemerintahan 

yang tidak 

dilaksanakan 

oleh Unit 

Kerja 

Perangkat 

Daerah yang 

ada di 

Kecamatan 

Persentase 
Laporan 
bulanan 
PATEN yang 
Diselesaikan 
Tepat Waktu 
(berdasarkan 
Perbup 
PATEN) 

0 

                 

-  

                                

-  

 DAU  
           

(1) 

      
(2.610.000) 

  

    Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pelayanan  

kepada 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah 
Laporan 

Peningkatan 
Efektifitas 

Pelaksanaan 
Pelayanan 
kepada 

Masyarakat 
di Wil 
Kecamatan  

1 
Lapor

an  

             

2.610.000  

1 
Lapor

an  

            

2.610.000  

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pelayanan  

kepada 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah 
Laporan 

Peningkatan 
Efektifitas 

Pelaksanaan 
Pelayanan 
kepada 

Masyarakat 
di Wil 
Kecamatan  

0 

             

-  

                         

-  

 DAU  
           

(1) 

      
(2.610.000) 

  



 

 

 

 

    Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada 

Camat 

Prosentase 
Realisasi PBB-
P2 

10

0 
%  

                   

6.400.000  

10

0 
%  

                 

6.400.000  
Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang 

Dilimpahkan 

kepada 

Camat 

Prosentase 
Realisasi PBB-

P2 
0 

                 

-  

                                

-  

 DAU  
      

(100) 

      
(6.400.000) 

  

    Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerinthan 

yang terkait 

dgn 

Kewenangan 

Lain yang 

Dilimpahkan 

Jumlah 

Laporan 
Pelaksanaan 
Kewenangan 

Lain yang 
Dilimpahkan  

12 
Lapor

an 

             

6.400.000  

12 
Lapor

an 

            

6.400.000  

Pelaksanaan 

Urusan 

Pemerinthan 

yang terkait 

dgn 

Kewenangan 

Lain yang 

Dilimpahkan 

Jumlah 

Laporan 
Pelaksanaan 
Kewenangan 

Lain yang 
Dilimpahkan  

0 

             

-  

                         

-  

 DAU  
         

(12) 

      
(6.400.000) 

  

    PROGRAM 

PEMBERDAYA

AN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 
lembaga 
kemasyaraka
tan 
desa/kelurah
an yang aktif 

10

0 
%  

                 

26.809.000  

10

0 
%  

               

26.809.000  
PROGRAM 

PEMBERDAYA

AN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 
lembaga 
kemasyaraka
tan 
desa/kelurah
an yang aktif 

10

0 
%  

 

19.350.000 

 DAU  
             
-  

      
(7.459.000) 

Pergesera
n 

Anggaran  

    Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Desa 

Persentase 
Hasil Evaluasi 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
yang 
ditindaklanju
ti 

10

0 
%  

                 

26.809.000  

10

0 
%  

               

26.809.000  
Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Desa 

Persentase 
Hasil Evaluasi 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
yang 
ditindaklanju
ti 

10

0 
%  

                

19.350.000  

 DAU  
             
-  

      
(7.459.000) 

  

    Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah Lap 

Peningkatan 

Efektivitas 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

di Wilayah 

Keca matan  

2 
Lapor

an  

           

26.809.000  

2 
Lapor

an  

          

26.809.000  

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah Lap 

Peningkatan 

Efektivitas 

Kegiatan 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

di Wilayah 

Keca matan  

1 
Lapor

an  

          

19.350.000  

 DAU  
             
-  

      
(7.459.000) 

  

    PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMA

N DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

Persentase 
Penangana
n 
gangguan 
Trantibum 

10

0 
%  

               

118.118.50

0  
10

0 
%  

             

118.118.50

0  

PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMA

N DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

Persentase 
Penangana
n 
gangguan 
Trantibum 

10

0 
%  

                

82.310.000  

 DAU  
             

-  

    
(29.118.500) 

Penghem
atan 
Belanja  

    Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggar

aan 

Ketenterama

Persentase 
laporan yang 
ditindaklanju
ti ke instansi 
terkait 

10

0 
%  

               

118.118.50

0  10

0 
%  

             

118.118.50

0  

Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggar

aan 

Ketenterama

Persentase 
laporan yang 
ditindaklanju
ti ke instansi 
terkait 

10

0 
%  

                

82.310.000  

 DAU  
             

-  

    

(29.118.500) 

  



 

 

 

 

n dan 

Ketertiban 

Umum 

n dan 

Ketertiban 

Umum 

    Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

Tentara 

Nasional 

Indonesia dan 

Instansi Vertikal 

di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

TNI dan 

Instansi 

Vertikal di 

Wilayah 

Keca matan  

2 
Lapor

an  

         

111.428.50

0  

2 
Lapor

an  

        

111.428.50

0  

Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

Tentara 

Nasional 

Indonesia dan 

Instansi Vertikal 

di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Sinergitas 

dengan 

Kepolisian 

Negara 

Republik 

Indonesia, 

TNI dan 

Instansi 

Vertikal di 

Wilayah 

Keca matan  

1 
Lapor

an  

          

82.310.000  

 DAU  
             

-  

    
(29.118.500) 

  

    Harmonisasi 

Hubungan 

dengan Tokoh 

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat 

Jumlah 

Laporan 

Pelaksanaan  

Harmonisasi 

Hubungan 

dengan Tooh 

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat 

1 
Lapor

an  

             

6.690.000  

1 
Lapor

an  

            

6.690.000  

Harmonisasi 

Hubungan 

dengan Tokoh 

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat 

Jumlah 

Laporan 

Pelaksanaan  

Harmonisasi 

Hubungan 

dengan Tooh 

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat 

- - 

                         

-  

 DAU  
             
-  

      
(6.690.000) 

  

    PROGRAM 

PENYELENGG

ARAAN 

URUSAN 

PEMERINTAH

AN UMUM 

Persentase 

konflik 

SARA yang 

diselesaikan 

sesuai 

kewenanga

n 

10

0 
%  

                 

41.328.000  

10

0 
%  

               

41.328.000  
PROGRAM 

PENYELENGG

ARAAN 

URUSAN 

PEMERINTAH

AN UMUM 

Persentase 

konflik 

SARA yang 

diselesaikan 

sesuai 

kewenanga

n 

10

0 
%  

                

21.128.000  

 DAU  
             

-  

    
(20.200.000) 

Penghem
atan 
Belanja  

    Penyelenggar

aan  Urusan  

Pemerintahan  

Umum Sesuai 

Penugasan 

Kepala 

Daerah 

Jumlah 
Peserta yang 
Mengikuti 
Pembinaan 
Wawasan 
Kebangsaan 
dan 
Ketahanan 
Nasional 

75 Orang  

                 

41.328.000  

75 Orang  

               

41.328.000  
Penyelenggar

aan  Urusan  

Pemerintahan  

Umum Sesuai 

Penugasan 

Kepala 

Daerah 

Jumlah 
Peserta yang 
Mengikuti 
Pembinaan 
Wawasan 
Kebangsaan 
dan 
Ketahanan 
Nasional 

75 Orang  

                

21.128.000  

 DAU  
             
-  

    
(20.200.000) 

  



 

 

 

 

    Pembinaan       

Wawasan       

Kebangsaan 

dan Ketahanan 

Nasional dalam 

rangka 

Memantapkan 

Pengamalan 

Pancasila,   

Pelaksanaan 

UUD Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun 1945, 

Pelestarian 

Bhinneka  

Tunggal  Ika  

serta 

Pemertahanan    

dan    

Pemeliharaan    

Keutuhan 

Jumlah Orang 

yang 

M engikuti 

Pembinaan 

Wawasan 

Kebangsaan 

dan 

Ketahanan 

Nasional 

dalam rangka 

M emantapka

n 

Penga malan 

Pancasila, 

Pelaksanaan 

UU D Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun  1945, 

Pelestarian 

Bhinneka 

Tunggal Ika 

serta 

Pemertahana

n dan 

Pemeliharaan 

Keutuhan 

Negara 

Kesatuan 

Republik 

Indonesia  

75 Orang  

           

41.328.000  

75 Orang  

          

41.328.000  

Pembinaan       

Wawasan       

Kebangsaan 

dan Ketahanan 

Nasional dalam 

rangka 

Memantapkan 

Pengamalan 

Pancasila,   

Pelaksanaan 

UUD Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun 1945, 

Pelestarian 

Bhinneka  

Tunggal  Ika  

serta 

Pemertahanan    

dan    

Pemeliharaan    

Keutuhan 

Jumlah Orang 

yang 

M engikuti 

Pembinaan 

Wawasan 

Kebangsaan 

dan 

Ketahanan 

Nasional 

dalam rangka 

M emantapka

n 

Penga malan 

Pancasila, 

Pelaksanaan 

UU D Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun  1945, 

Pelestarian 

Bhinneka 

Tunggal Ika 

serta 

Pemertahana

n dan 

Pemeliharaan 

Keutuhan 

Negara 

Kesatuan 

Republik 

Indonesia  

75 Orang  

          

21.128.000  

 DAU  
             
-  

    
(20.200.000) 

  

    PROGRAM 

PEMBINAAN 

DAN 

PENGAWASA

N 

PEMERINTAH

AN DESA 

Persentase 

Pemerintah

an Desa 

dengan 

Administras

i Desa yang 

Baik 

10

0 
%  

                   

7.300.000  

10

0 
%  

                 

7.300.000  
PROGRAM 

PEMBINAAN 

DAN 

PENGAWASA

N 

PEMERINTAH

AN DESA 

Persentase 

Pemerintah

an Desa 

dengan 

Administras

i Desa yang 

Baik 

0 

                 

-  

                                

-  

 DAU  
      

(100) 

      
(7.300.000) 

Penghem
atan 
Belanja  

    Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koord. 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

pemerintah 

Desa 

Persentase 

hasil  

Fasilitasi, 

Pembinaan 

dan 

Pengawasa

n 

pemerintah 

Desa yang 

ditindaklanj

uti 

10
0 

%  

                   

7.300.000  

10
0 

%  

                 

7.300.000  
Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koord. 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

pemerintah 

Desa 

Persentase 

hasil  

Fasilitasi, 

Pembinaan 

dan 

Pengawasa

n 

pemerintah 

Desa yang 

ditindaklanj

uti 

0 

                 

-  

                                

-  

 DAU  
      

(100) 

      
(7.300.000) 

  



 

 

 

 

    Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Administrasi 

Tata 

Pemerintaha

n Desa  

12 

 

Doku

men   

             

3.590.000  

12 

 

Doku

men   

            

3.590.000  

Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Administrasi 

Tata 

Pemerintaha

n Desa  

0 

             

-  

                         

-  

 DAU  
         

(12) 

      
(3.590.000) 

  

    Fasilitasi 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah dengan 

pembangunan 

Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

dengan 

Pembanguna

n Desa  

12 

 

Doku

men   

             

3.710.000  

12 

 

Doku

men   

            

3.710.000  

Fasilitasi 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah dengan 

pembangunan 

Desa 

Jumlah 

Dokumen 

Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

dengan 

Pembanguna

n Desa  

0 

             

-  

                         

-  

 DAU  
         

(12) 

      
(3.710.000) 

  

Total    

   
2.631.80

7.018  

    

  
2.631.80

7.018  

        

  
2.522.81

9.808  

    
  
(108.987.210) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tutur Tahun Anggaran 2024 

dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan 

tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat 

lebih meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan 

Tutur. 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders 

(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tutur. Ruang lingkup 

perencanaan pembangunan di Kecamatan Tutur  ini bersifat makro dalam 

rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi 

Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. 

4.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Perubahan Rencana 

Kinerja (P-Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut 

ini : 

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga 

implementasinya bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat 

dipertanggungjawabkan; 

2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang 

terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana 

strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung 

keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah 

ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat; 

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh 

seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan 

secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua 

pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah 

ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir  
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